BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 21 A TAHUN 2011

TENTANG

MEDICAL CHECK UP BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT FUNGSIONAL

Menimbang

Mengingat

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! SLEMAN,

bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf f Peraturan
Pemerintah 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai
Ne'geri Sipil Dalam }Ja’batah\StrukturaI, persyaratan untuk
dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah sehat jasmani

dan rohani;

bahwa untuk rhemberik‘an dukungan pemeliharaan kesehatan
bagi pejabat struktural dan fungsional agar dapat
melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil
guna perlu untuk melaksanakan medical check up bagi

pejabat struktural dan pejabat fungsional;

bahwa agar pelaksanaan medical check up berjalan secara
efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Medical Check Up bagi Pejabat Struktural dan Pejabat

Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844),

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5121);

Peraturan Pemerintan Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4194);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan - PERATURAN BUPATI TENTANG MEDICAL CHECK UP

BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN PEJABAT FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2
3,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Bupati adalah Bupati Sleman.

Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKD
adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman.

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
memimpin suatu satuan organisasi negara.

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan
tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan
organisasi.

Medical check up adalah pemeriksaan lengkap atas diri seorang pejabat struktural
atau pejabat fungsional untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya pada waktu
itu dengan pemeriksaan berbagai bidang spesialisasi, laboratorium dan non

laboratorium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.



(1)

(2)

BAB Il
SASARAN MEDICAL CHECK UP

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam rangka memberi jaminan kesehatan bagi pejabat

struktural dan pejabat fungsional menyelenggarakan medical check up.

Medical check up diselenggarakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3
Medical check up diperuntukkan bagi:
a. pejabat struktural eselon Il;
b. pejabat struktural eselon lll;
c. pejabat struktural eselon IV;
d. pejabat struktural eselon V; dan
e. pejabat fungsional.
Pasal 4

©)

Peserta medical check up yang berasal dari pejabat struktural ditentukan dengan
mempertimbangkan aspek sebagai berikut:

a. jenjang eselon;

b. usia;

c. lama jabatan.

Peserta medical check up yang berasal dari pejabat fungsional ditentukan dengan

mempertimbangkan aspek sebagai berikut:

a. jabatan fungsional tersebut memberikan pelayanan langsung kepada
masyarakat;

b.  memiliki risiko bahaya kesehatan kerja tinggi.

Peserta medical check up ditetapkan oleh Kepala BKD berdasarkan aspek

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB Il
JENIS PELAYANAN MEDICAL CHECK UP

Pasal 5

Pelayanan medical check up terdiri dari:



a.
b.

C.

pemeriksaan dokter;
pemeriksaan laboratorium;

pemeriksaan non laboratorium.

Pasal 6

Pemeriksaan dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

=3

~ 0 a o

i

spesialis penyakit dalam;
spesialis penyakit syaraf;
spesialis penyakit mata;
spesialis bedah,;
spesialis THT,;

spesialis jantung;

gigi.

Pasal 7

Pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
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pemeriksaan darah rutin;
urin rutin;

glukosa darah;

fungsi hati;

lemak darah;

fungsi ginjal;

penanda virus;

faeces.

Pasal 8

Pemeriksaan non laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf ¢ meliputi:

EKG (elektrokardiografi);
foto thorax;

USG abdomen;

pap smear,

treatmill.
Pasal 9

Jenis pelayanan medical check up yang diberikan kepada pejabat struktural dan

pejabat fungsional disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.



(2) Pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu dapat diberikan jenis pelayanan
medical check up di luar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 apabila diatur

tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP

Pasal 10
(1) Pelaksanaan medical check up dilakukan oleh BKD.

(2) BKD dalam menentukan sarana pelayanan kesehatan sebagai penyelenggara

medical check up didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

pada tanggal 25 wei 2071

BUPATI SLEMAN,

iy

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

s} -4

pada tanggal 25 lei 2071

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 24 SERI &



(2) Pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu dapat diberikan jenis pelayanan
medical check up di luar ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 apabila diatur

tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP

Pasal 10
(1) Pelaksanaan medical check up dilakukan oleh BKD.

(2) BKD dalam menentukan sarana pelayanan kesehatan sebagai penyelenggara

medical check up didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar séfiép orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

5 Mei 2

pada tanggal 2

'BUPATI SLEMAN,

Diundangkan di Sleman

11

pada tanggal 25 lei 20

SEKRETARIS DAERAH
KAUPATEN SLEMAN,

s

U
s




